KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 188.34/Kep. 10-DPRD/2013
: 188.34/Kep. 10/Huk/2013

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

o

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Pasal 85 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, pada tanggal 30 September
2013 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD pembicaraan
Tingkat II pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta;

b. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat
Paripurna DPRD, maka guna tertib hukum dan tertib administrasi
perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD
Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59);



Menetapkan

PERTAMA

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah
(LNRI Tahun 2009 Nomor 5043);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (LNRI Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010

Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (LNRI Tahun 2010 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005,

tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3).

MEMUTUSKAN

: Menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;



KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum
PERTAMA di atas adalah raperda tentang :

a. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2013-2018.

KETIGA : Raperda sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Oktober 2013

BUPATI PURWAKARTA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,
ttd
ttd
DEDI MULYADI UCOK UJANG WARDI
Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II
Purwakarta.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN

Menimbang

Mengingat :

RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN

BUPATI PURWAKARTA.

NOMOR : 188.34/Kep. 10-DPRD/2013
188.34/Kep. 10/Huk./2013

TANGGAL : 10 OKTOBER 2013

TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

a.

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja, perlu mengatur pembentukan dan susunan organisasi Satuan
Polisi Pamong Praja;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun
2005 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja, sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Satuan Polisi Pamong Praja;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang
Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam
Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN

POLISI PAMONG PRAJA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta.

Bupati adalah Bupati Purwakarta.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian
perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat.

Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah
dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan
mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup
undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.



10.

11.

12.

13.
14,

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis
yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat
melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat
disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan
kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana,
serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,
kegiatan sosial kemasyarakatan.

Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan daerah
Kabupaten Purwakarta;

Peraturan Bupati, yang selanjutnya disebut Perbup, adalah peraturan Bupati
Purwakarta.

Peraturan Menteri adalah peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas pemerintah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Untuk membantu Bupati dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
dibentuk Satuan Polisi Pamog Praja.

(1)
(2)

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda,
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Perda dan menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.



Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP
mempunyai fungsi :

(2)

a.

penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perbup,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat;

pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perbup;

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat di daerah;

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup serta penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur
lainnya;

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
mematuhi dan mentaati Perda dan Perbup; dan

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati.

Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan
pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;

b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara
dan tamu negara;

C. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum,
pemilihan umum kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;

e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah
dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan

f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

a.

melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur,

atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup;

menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan

hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup; dan

melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan

hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup.



(1)

(2)

Pasal 7

Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai
dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

a.

(1)
(2)

(1)

menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma
sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

mentaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;

membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau
patut diduga adanya tindak pidana; dan

menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau
patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau Perbup.

Pasal 9

Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik
Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan
terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup yang dilakukan oleh warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

Berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, Satpol PP Kabupaten
Purwakarta merupakan Tipe A, dengan susunan organisasi yangterdiri atas:

a. Kepala Satuan;

b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Program;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
2. Seksi Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama.

e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
1. Seksi Satuan Linmas; dan
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.



f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas dan fungsi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Perbup.

Pasal 11

(1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.

(2) Unit Pelaksana Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.

(3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

(4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis administratif
bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung
jawab kepada Kepala Satpol PP.

BAB VI
ESELON

Pasal 12

(1) Kepala Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon II.b.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon III.b.

(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon
IV.a.

(4) Kepala Satpol PP Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

(1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi
kepada gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP provinsi.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Satpol PP
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

(3) Persyaratan untuk menjadi Polisi Pamong Praja adalah :

a. pegawai negeri sipil;

b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang
setingkat;

c. tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter)
untuk laki-laki, dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk
perempuan;

d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;

sehat jasmani dan rohani; dan

lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

o



Pasal 14

Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat
fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP.

Pasal 15

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

a. alih tugas;

b. melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;

c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap; dan/atau

d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

Pasal 16

Penetapan jumlah Polisi Pamong Praja mengacu kepada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

(1) Polisi Pamong Praja dapat diangkat dalam jabatan fungsional di lingkungan Satpol
PP yang penetapannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja didasarkan atas kebutuhan dalam
rangka melaksanakan tugas menegakkan Perda dan/atau Perbup dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat.

(3) Penetapan jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja yang dibutuhkan
berpedoman pada Peraturan Menteri.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

BAB IX
PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN, DAN PERALATAN OPERASIONAL
Pasal 18

Pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan
dengan Perbup berpedoman kepada Peraturan Menteri.

Pasal 19
Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api

yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan
rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.



BAB X
TATA KERJA

Pasal 20

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 21

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin,
membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan,
dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan
laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB XI
KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 23
(1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat berkerjasama

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga-lembaga lain.

(2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan lembaga-lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku
koordinator operasi lapangan.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan
fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan
kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Satpol PP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purwakarta dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tugas dan fungsi Perlindungan
Masyarakat pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat,
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11
Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, dilimpahkan kepada Satpol PP.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005
tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 10 Oktober 2013

BUPATI PURWAKARTA

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,
ttd
ttd

DEDI MULYADI UCOK UJANG WARDI



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA (TIPEA) KEPALA SATUAN
KELOMPOK SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL !
i | |
: SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
; PROGRAM KEUANGAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PENEGAKAN PERUNDANG- KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
UNDANGAN DAERAH KETENTRAMAN MASYARAKAT | MASYARAKAT
i SEKSI
SEKSI SEKSI 5 SATUAN LINMAS
—  PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN —|  OPERASI DAN PENGENDALIAN !
PENYULUHAN ;
| SEKSI
SEKSI a SEKSI ! BINA POTENSI MASYARAKAT
|| PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SUMBER DAYA APARATUR :
DAN KERJASAMA ;
UNIT PELAKSANA

SATPOL PP KECAMATAN




BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

Disahkan di Purwakarta
pada tanggal, 10 Oktober 2013

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,
ttd

UCOK UJANG WARDI



LAMPIRAN 1II : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Menimbang

Mengingat

a.

1.

DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI

PURWAKARTA.

NOMOR : 188.34/Kep. 10-DPRD/2013
188.34/Kep. 10/Huk./2013

TANGGAL : 10 OKTOBER 2013

TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2013 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah terpilih wajib
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun masa jabatannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita
Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);



. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 — 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005

tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2005-2025;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun
2011-2031.



Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

DAN
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
2013 - 2018.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4,

Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Purwakarta;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran Visi, Misi
dan Program Kepala Daerah terpilih selama 5 (Lima) Tahun masa jabatannya yang isinya
memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Kerangka Pendanaan; Analisis Isu-Isu Strategis; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategis
dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; Indikasi
Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan; Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
dan Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi.

BAB II
SISTEMATIKA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Pasal 2

Sistematika Rencana Program Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis

BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah



BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah
BAB X Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi
BAB III

ISI DAN URAIAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA 2013-2018

Pasal 3

Isi dan uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Purwakarta 2013-2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
MASA BERLAKU

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) Tahun masa Jabatan
Kepala Daerah terpilih Periode 2013-2018.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 10 Oktober 2013

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,
ttd
ttd

DEDI MULYADI UCOK UJANG WARDI



Selanjutnya dalam hal pelaksanaan RPIJMD terjadi perubahan pencapaian sasaran tahunan
selama tidak mengubah pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan jangka
panjang, penetapan perubahan sasaran RPIJMD ini cukup ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Disahkan di Purwakarta
Pada tanggal, 10 Oktober 2013

BUPATI PURWAKARTA

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,
ttd
ttd

DEDI MULYADI UCOK UJANG WARDI



